BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR ./ TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan I[nstansi
Pemerintah menyatakan bahwa, Bupati menetapkan
? Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah dan
Organisasi Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri
dibawahnya;

b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026,
maka perlu menetapkan Indikator Kinegja Utama
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang diarahkan
untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah
dalam periode Tahun 2021-2026;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);




10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diuah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2854},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {(Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6232);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/20/MENPAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
[nstansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri EJ;

16, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2018 Nomor 133);

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021-
2026,

BAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L
2.

Lol

Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.




6. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaren ataupun
tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah
vang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

7. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan,

8. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

9. Sasaran strategis adalah hasil vang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan.

10. Keluaran (outpuf] adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan
program dan kebijakan.

11. Hasil (oufcome) adalah segala sesuatu vang mencerminkan berfungsinva
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran
strategis dan tujuan vang telah ditetapkan.

12. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Tahun 2021-2026 adalah:

a. untuk memperoleh informasi kinerja yvang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB I1I
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan
untuk:

penetapan rencana kerja tahunan,

penyusunan dokumen penetapan kinerja;

pelaporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi pencapaian kinerja; dan

pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan,
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Pasal 4

(1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja
Utama di lingkungannya masing-masing,

{2) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Peraturan
Bupati ini.




(3) Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah.

Pasal 5

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja
dengan memperhatikan capalan Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi
informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(2} Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta vang ada baik
berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

(3} Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian
kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap
kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan
pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

Pasal 7

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan
pembangunan daerah bersama-sama dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat
Diaerah, melakukan pembinaan dalam pengembangan dan penetapan
Indikator Kinerja Utama pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1), Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan koordinasi untuk pengintegrasian
sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang
lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan
pertanggungjawaban.

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 9@

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dan Pasal 8, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.




BAB V
PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal /¢ Feobruaew 2022

BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI
Diundangkan di Curup
Pada tanggal [y Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH b_tesae
KABUPATEN REJANG LEBONG, i waBag
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